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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

4. Persetyjuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daeral:.
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Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan
Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang
waiib dilengkapi dengan Amdal.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan
pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-
UPL.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap
Lingkungan Hidup.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan
pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Formulir . .
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Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup
kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup vyang
merupakan hasil pelingkuparn.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selar jutnva
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap
Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan
dampek terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Rencana  Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemailitauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk
melakukan uji kelayakan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang
dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk
melakukan uji kelayakan

Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem
kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang
yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi
dan manajemen Lingkungan Hidup.

24. Pelaku . . .
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Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan vada
bidang tertentu.

Instansi  Pemerintah adalah kementerian /letnbaga
pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah
yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang seianjutnya
disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak
Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Dokumen  Pengelolaan Lingkungan Hidup vyang
selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaliasi
dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalant untuk
digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalsh masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan
Hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang
melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau havati Lingkungan
Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Penanggulangan  Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau
proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya
sistematis dan terpadu vang dilakukan untuk menjaga
Mutu Air.

33. Daerah . . .
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Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,
seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah
baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat
hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.

Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada
waktu fertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang
ditetapkan.

Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses
dalam suatu kegiatan.

Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari
suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

42. Udara . . .
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Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi
pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah
yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk
hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu
dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji
berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga
Mutu Udara.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang
memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi
dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen
lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia
yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara
Ambien.

Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya
zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara
Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku
Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara
yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari
kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya
ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai
potensi Pencemaran Udara.

52. Beban . ..
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Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang
dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara
Ambier:.

Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara
maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan
ke dalam Udara Ambien.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut adalah upaya
sistematis dan terpadu yang diiakukan untuk menjsga
Mutu Laut.

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-
bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan
geografis dan ekclogis beserta segenap unsur terkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.

Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera
yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 20 practical
salinity unit (psu) atau lebih dari 30 psu.

Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar
makhluk ludup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang cleh
Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan
Baku Mutu Air Laut.

61. Kerusakan . ..
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Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan
yang telah ditetapkan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau
penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut
dan/atau Kerusakan Laut.

Status Mutu Laut adalah tingkatan Mutu Laut pada lokasi
dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu
Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem
Laut.

Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di
dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri
dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil
lain yang hidup dalam koloni.

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi
khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi
pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau
lumpur berpasir.

Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan
tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang,
daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara
generatif dan vegetatif.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dar:/atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup,
dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

70. Limbah . . .
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Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang
selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity
Characteristic Leaching Procedurel yang selanjutnya
disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk
memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut
Uji Toksikologi LDso adalah uji hayati untuk mengukur
hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan
kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh
persen) respon kematian pada populasi hewan uji.

Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3
yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai
Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu
pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.

Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau
pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada
kemasan langsung Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah
B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan
terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada
otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan
perpindahan lintas batas Limbah B3.

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan.

Dumping (Pembuangan) adaiah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau
bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu ke media
Lingkungan Hidup tertentu.

80. Pengurangan . .
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Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil
Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau
mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3
sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena
Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum
dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.

Pengangkut Limbah B3 adalah badan wusaha vang
melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Pemanfaat Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penimbun Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan
Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3
dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang
dihasilkannya.

Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan
Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan
kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan
kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang
bertujuan untuk mengubah Limbah B2 menjadi produk
yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku,
bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi
kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi
dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat
racun.

Penimbunan Limnbah B3 adalah kegiatan menempatkan
Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud
tidak membahayakan  kesehatan manusia dan
Lingkungan Hidup.

92. Sistem . . .
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Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian
keadaan darurat yang meliputi pencegahan,
kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan
Pengelolaan Limbah B3.

Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah
atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai
standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha
dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat
SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan
mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Pejabat Fungsional adalah adalah pegawai negeri sipil
yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi
Pemerintah.

Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau
penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup wuntuk mengetahui dan/atau
menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

99. Sanksi . ..
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Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan
kewajiban/perintah  dan/atau  penarikan  kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar
ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia vang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

o P

o o o

Persetujuan Lingkungan,;

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

f. Pengelolaan .
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Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;

dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup:

Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
pembinaan dan Pengawasan; dan

pengenaan Sanksi Administratif.

BAB II
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak
penting terhadap lingkungan.

Persetujuan Lingkungar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi
Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui:

a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau

b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan
Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) berakhir bersamaazn dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha atau Perseitjuan Pemerintah.

(6) Dalam . . .
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Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha
dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang
eksisting.

Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah
melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca
operasi.

Pasal 4

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak
terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a.
b.

C.

(2)

(3)

Amdal;
UKL-UPL; atau
SPPL.

Pasal 5

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap
Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jjenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau

b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam
dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang iokasinya berada
di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-iuindangan.

(4) Rencana . . .
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Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya
berbatasan langsung dengan kawasan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi
Jjenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung
dengan batas kawasan lindung; dan/atau

b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi
dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan
lindung tersebut.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta
arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya dengan  melampirkan  ringkasan
pertimbangan ilmiah.

Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan
dan memberikan arahan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi
fungsi kawasan lindung; atau

b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak
mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting;

b. jenis . ..
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b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakZzukan di luar
dan/atau tidak berbatasan langsung dengan
kawasan lindung; dan

o

termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 7

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ wajib
dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup
dan tidak termasuk daiam kriteria wajib UKL-UPL.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;

b.  merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro
dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atauw

c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 8

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiiiki Dampak
Penting terhadap Lingkungan Hidup vang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri
atas:

a.
b.

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan
maupun yang tiduk terbarukan;

proses dan Kkegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

proses dan kegiatan yang hasiiaya dapat mempengaruhi
iingkungan alarn, lingkungan bnatan, serta lingkungan
sosial dan hudaya:

€. Proses . . .
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proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi
pelestarian kawasan konservasi sumber days alam
dan/atau perlindungan cagar budaya;

introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad
renik;

pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai
potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungar. Hidup.

Pasal 9

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan SPPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit
setiap S (lima) tahun sekali.

(1)

Pasal 10

Kewajiban memiliki Amdai sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang:

a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail
tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana
kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinc1 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. prograrn . . .
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c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau
program berupa rencana induk yang telah
dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup
strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara
komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di
dalam dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung yang dikecualikan;

e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka
penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;

f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal
kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yvang berada di
dalam kawasan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di
dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL
rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan
dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;

i.  dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani
Perizinan Berusaha; dan/atau

] rencana Usaha dan/atau Kegiatan  selain
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
a, yang berbatasan langsung atau berada dalam
kawasan lindung, vyang telah mendapatkan
penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan kawasan lindung.

(2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c

diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif,
tematik, dan spasial.

(3) Rencana . . .

SK No 097401 A
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Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan
panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha
dan/atau Kegiatan pendukung yang
skala/besarannya wajib Amdal,

b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di
bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu
fungsi kawasan lindung;

c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian
kawasan lindung;

d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan
keamanan negara yang tidak memiliki Dampak
Penting rerhadap Lingkungan Hidup;

e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau

f.  budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan
luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung
kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.ini.

Pasal 11

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib memiliki
RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan
kawasan sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(3) RKL . . .



SK No 084522 A

(4)

2)

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=21 -

RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku
Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang disahkan oleh pengelola kawasan dau menjadi
prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam
kawasan.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h dan huruf i
tidak memeriukan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 12
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud da'am
Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan/atau

b.  wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,

dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri.

Rencana Usalka dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri oleh:

a. menteri dan/atau kepala lembaga pernerintah
nonkementerian;

b. gubernur;
c.  bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat.

Usulan fertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {2
paling sedikit berisi:

a. 1dentitas pengusul,

b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di

sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
1
dan

d. analisis . . .
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d. analisis Dampak Lingkungan Hidup vang akan
reriadi, ketersediaan teknologi pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki
Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan
dapat diterapkan nmenjadi rencana Usaha dan/arau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Usulan sebagairnana diiraksud pada ayat (3) disusun
dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan lenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal.

Pasal 13

Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayac (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan-

a. alasan ilmiah bahwa rencana Usszha dan/atau
Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting
terhadep Lingkungan Hidup;

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup; dan

d. teknologi pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL  menerbitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan ...
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b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal,
kepada Menteri.

Pasal 14

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib
memiliki Amdal; atau

b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal
menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 15

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 13 dan Pasal 14
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 16

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal oleh
Menteri.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri, oleh:

a. menter1 dan/atau kepala lembaga pemerintah
nonkementerian;

b. gubernur;

c. bupati . ..
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c. bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat.

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit berisi:

a. identitas pengusul;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan bescrta skala/besarannya;

c. status dan kondisi lingkungan di daiam dan di
sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

d. analisis dampak Lingkungan Hidup yang akan
terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan
lLingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana
Usaha dan/atav Kegiatan yang tidak wajib memiiiki
Amdal.

Pasal 17

Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan teriulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Dalam mnelakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:

a. Dampak Lingkungan Hidup dari rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi sesuai
dengan perkembangan iimu pengetahuan dan
teknologi;

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
Cc. berdasarkan pertimbangan ilmiak bahwa rencana

Usanza dan/atau Kegiatan cidak menimbulkan
Dampak Penting.

(4) Deglam
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(4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada
Menteri.

Pasal 18

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal; atau

b. menolak wusulan penetapar. suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib
memiliki Amdal.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20 . ..



SK No 097438 A

(1)

(2)

(3)

(4)

%i*}

PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

-26 -

Pasal 20

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan dari instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya memuat:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki
Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan

b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-
UPL, atau SPPL.

Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

(1)

(2)

Pasal 21

Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau
Kegiatan.

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian . .
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Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendesi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesua: dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pauda ayat {3), dokumen Amdal tidak dapat
dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 22

Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Ussha
dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:

a. tunggal;
b. terpadu; atau
c. kawasan.

Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk
melakukan 1 (satu) jenis Usana dan/atau Kegiatan yang
kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya
berada di bawah 1 ({fatu) kementerian, lembaga
pemerintah  nonkementevian, organisasi perangkat
daerah provinsi, ata1 organisasi perangkat dacrah
kabupaten/kota.

Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk
melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau
Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling
terkait dalamn saiu kesatuan hamparan ekosistem serta
pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah
lebih dari 1 (satu) kementerian, leinbaga pemerintah
nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi,
atau organisasi perangkai daerah kabupaten/kota.

(4) Pendekatan . . .
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Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ dilakukan oleh pengelola kawasan selahu
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vang
merencanakan untuk melakukan lebinh dari 1 (satu)
Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pelaku Usaha di dalamm kawasan, terletak dalam sawu
kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang
telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola
kawasan sesuai denigan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksua
pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh
lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Uszaha dan/atau
Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satuj Amdal yang
dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha.

Pasal 23

Penanggung jawab Ulsaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (i) dalam
penyusunan Amdal dapat ailakukan sendiri atau
menunjuk pihak lain dalani hal tidak mampu.

Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang
mermniliki sertifikat kompetensi.

Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 24

Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, crganisasi perangkat daerah
yang memindangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusun Amdal.

(2) Dalam . ..
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Dalam hai instansi Lingkungan Hidup pusat.
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat
daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab
Usaha dan/atau Xegiatan, aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi
penyusun Amdal.

Pasal 25

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan
informasi sebagai berikut:

a.

b.

hasil  penapisan kewenangan penilaian Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

rocna Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan
dilakukan; dar

hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 26

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri

atas:
a.
b.

C.

(1)

Formulir Kerangka Acuan;
Andai; dan
RKL-RPL.

Pasal 27

Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 avat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b.  pengisian. per.gajuan, pemeriksaan, dan penerbitan
berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan:

C. penyusunan ...
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c.  penyusunan dan pengaiuan Andal dan RKL.-RFL; dan
d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
diinaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan
RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

Pasal 28

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam
menyusun Amdal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21
ayat (1} melibatkan masyarakar yang terkena dampak
langsung.

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

b. konsultasi publik.

Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepulub) hari
kerja sejak pcngumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2j huruf a.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan
saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultas: pubjik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara
kornisultasi publik.

Pelibatan masyarakat yang terkeno dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (?) dilakukan sebelum
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 29 . ..
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Pasal 29

Masyarakat yang terkena dampak langsung yang
dilibatkan dalam penyusuran Amda! sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat
yang berada di dalam batas wilayah studi Amda! yang
akan ferksna dampak secara langsung baik positif
dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atan
Kegiatan.

Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga
swadaya masyarakat pendamping yang telah membina
dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena
dampak langsung.

Pasal 30

Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha
dan/atau Kegiatan sebagaimana diimmaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas,
benar, dan tepat mengenai:

a. mnama dan alamat penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan;

k. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

d. lokasirencana Usaha dan/atau Kegiatan;

e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan
timbul dan konsep umum pengendaliar, Dampak
Lingkungan Hidup;

f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas
waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan
dari masyarakat; dan

g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat,
dan tanggapan dari masyarakat.

(2) Informasi . .
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informasi dalam pengurnuman rencana Usaha dan/atau
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disarapaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh
seluruin lapisan masyarakat.

Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuinan
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan
dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal vang
sesuail dengan lokasi dimana pengumuman terseburt akan
dilakukan.

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
memual informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui:

a. media massa; dan/atau
b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapal
menggunakan media lain untuk melakukan
pengumuman, berupa:

a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;

b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring
sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;

©.  papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup
dan instansi yang membidang: Usaha dan/atau
Kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi. dan/atau
daerah kabupaten/kota; dan

d. media lain yang dapat digunakan.

Pasai 31
Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan alam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf .

(2) Saran . . .
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Saran, pendapzat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terkait pengumuman reqcana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib
mencantuimkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan
dokuinen kependudukan.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. informasi deskriptif tentang kondisi iingkungan yvang
berada di dalamn dan di sekitar lokasi/tapak rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b. nilai-nilai lokal vang berpotensi akan terkena
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan; dan/atau

c.  aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait
dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Sarau, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan
menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah
atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat
yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan
tanggapan masyarakat.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah
diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6} wajib
digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir
Kerangka Acuan.

Pasal 32

Pelibatan masysrakat yang terkena dampak langsung inelalui
konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
2) buruf b mencakup:

a. kelompok . . .
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kelompok masyarakat rentan (vulnerable group);
masyarakat adat (indigenous people); dan/atau

kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan
memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 33

Sebelum pelaksanaan konsultasi pubiik sebagaimar.a
dimaksud dalam Pasal! 28 ayat (2) buruf b, penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh
masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses
konsultasi publik; dan

b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan
dalam konsultasi publik.

Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi
mengenai:

a. tujuan konsultasi publik;
b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;

c. bentuk, cara, darr metode konsultas) publik yang
akan dilakukan;

d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh
informasi tambahan; dan

e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari
masyarakat.

Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan secara dalam jaringan atau Juar jaringan
mencakup:

a. lokakarya;

b. seminar,

c. focus group discussion;
d. temu warga;

e. forum dengar pendapat;

f. dialog . . .



SK No 084536 A

(4)

(1)

(2)

(3)

a@@‘”@%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

f. dialog interaktif; dan/atau
g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat

digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua)
arah.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat
memilih salah <atu atau kombinasi dari berbagai
bentuk, cara, dan metode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara
efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat,
dar. tanggapan masyarakat secara optirnal.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung
jawab "Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan
informasi paling sedikit terkait:

a. deskripsi rencana Usaha dan /atau Kegiatan;

b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi
awal penanggung jawab Usaha dar.;atau Kegiatan
meliputi  penurunan kualitas air permukaarn,
penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan
Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu
lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan
kerja, dan peluang berusaha; dan

c. kompenen lingkungan yang akan terkena dampak
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan informasi yang  disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, masyarakat
vang terkena dampak langsung berhak
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat,
dan tanggapan masvarakat yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saran . ..
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Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat vaug
telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisiar
Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 35

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf 2
disampaikan juga oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pelibatan masyarakat dengan menempatkan
pengumuman yang disampaikan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pada
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersarnaan
dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf a.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
b. masyarakat berkepentingan lainnya.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak
mengajukan saramn, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman
dipublikasikan.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungani Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran,
pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) urtuk memilah masukan yang
relevan.

(7) Tim . . .
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Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam
pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 36

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik
sesual dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. formulir pelingkupan; dan
b. formulir metode studi Andal.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal, dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan
spesifik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Menteri.

Menteri memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 37

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi
Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi dokumen Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

(2) Dalam ...
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Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik helum
terscdia dalam sistem informasi dokumen Lingkurigan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian
Formulir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir
Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (5).

Pasal 28

Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajulkan
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Xegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diperiksa oleh:

a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
varg berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan  Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan
pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:

a.  ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
atauv Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha
dan/atau Kegiatan; dan

b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak Formuli- Kerangka Acuan diterima dari

peranggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara
lengkap.

Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun
dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir
Kerangka acuan yang memuat informasi paling sedikit:

a. Dampak Penting hipotetik,

b.  batas wilayah studi dan batas waktu kajian;

c. metode . ..
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c. metode studi;
d. penetapan kategori Amdal; dan
e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.

Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 39

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusur
dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Dokurnen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. pendahuluan,;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta
alternatifnya;

c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;

penentuan Dampak Penting hipotetik vang dikaii,
batas wilayah studi, dan batas waktu kaiian;

f.  prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat
penting dampak;

g. evaluasi secara holistik terhadap Dampak
Lingkungan Hidup;

h. daftar pustaka; dan

i.  lampiran.

Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman
penyusunan dokumen Andal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40 . ..
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Pasal 40

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun
dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. pendahuluan;
b matrik RKL;

c. matrik RPL,
d

persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang relevan terdiri atas pengolahan dan
pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah
untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi,
Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan
dampak lalu lintas;

e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan
yang tercantum dalam RKL-RPL;

f. daftar pustaka; dan
g. lampiran.

Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman
penyusunan dokumen RKL-RPL yang tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41

Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dibagi berdasarkan kategori
Usaha dan/atau Kegiatan.

Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kategori A;

b.  kategeri B; atau

c. kategori C.

(3) Kategori . . .
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Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan Kkriteria:

a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
Lingkungan Hidup;

c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan/atau

d. kondisi dava dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 42

Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat {2) dilakukan
dalam jangka waktu:

a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari;

b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
dan

c. kategor C paling lama 60 (enam puluh) hari.

Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu
penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka
waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 43 . ..
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Pasal 43

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya.

Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan Persetujuan Teknis.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
d

analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 44

Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 diiakukan penilaian oleh:

a. Menteri rmaelalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tahapan:

a. penilaian administrasi; dan
b. penilaian substansi.

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan . ..
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b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis;

keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan
oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal,

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
penyusun Amdal; dan

f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:

a. uji tahap proyek;

b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL; dan

c. Persetujuan Teknis.

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak
Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus
dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus
mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau organisasi perangkat
daerah yang berwenang.

Pasal 45

Penilaian substans: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau
dalam jaringan.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat
kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
lebih dari 1 (satu) kali.

Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melibatkan pihak:

a. masyarakat . . .
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a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan,;

c. instansi sektor penerbit persetujuan awal dan
Persetujuan Teknis;

d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang
terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/atau

e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau
masyarakat berkepentingan lainnya yang telah
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dapat melibatkan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam
kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan.

Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat
informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak
memerlukan perbaikan; atau '

b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan
perbaikan.

Terhadap dokumen Andal! dan dokumen RKL-RPL yang
tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melakukan uji kelayakan.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46

Penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi
perbaikan.

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji
kelayakan.

Pasal 47

Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalanm Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan
berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait dengan
pemanfaatan ruang;

b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan kebiiakan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya
alam yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menganggu
kepentingan pertahanan keamanan;

d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat
penting dampak dari aspek biogeofisik kimia. sosial,
ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan
masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi,
opetas), dan pasca operasi Usaha dan/atau
Kegiatan;

e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh
Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling
terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui
perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif
dengan yang bersifat negatif;

f. kemampuan . . .
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kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif
vang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan
teknologi, sosial, dan kelembagaan;

rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  tidak
mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan
masyarakat (emic view);

rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan
mempengaruhi  dan/atau mengganggu entitas
ekologis yang merupakan:

1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);

2.  memiliki nilai penting secara ekologis {ecological
importance),

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic
importance); dan/atau

4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific
importance);

rencana  Usaha  dan/atau Kegiatan tidak
menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana iokasi
Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung
Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan
daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
dimaksud.

Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:

a.
b.

rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau

rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(4) Rekomendasi . ..
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Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa
rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 48

Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andai dan
dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan
Pasal 47, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja
sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan
lengkap dalam penilaian administrasi.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49

Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak
Lingkungan Hidup; atau

b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup,
Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan
tidak layak Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup vang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat . . .
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b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perizinun Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar
pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, paling
sedikit mem:uat:

a. dasar ditetapkannya Kepurusan Kelayakan
Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji
kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;

b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,
meliputi:

1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan,

3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan;

4. alamat kantor: dan
5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
disetuyjui untuk dilakukan, baik kegiatan utama
maupun kegiatan pendukung sesuai dengan
Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi
yarig berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;

d. Persetyuan Teknis paling sedikit memuat:

1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaai: Limbah B3, dan/atau analisis
mengenai dampak lalu lintas;

2. standar kompetensi sumber daya manusia
terkait bako mutu  Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan

3. sistem manajemen lingkungan.

€. persyaratan . . .
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persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetuiuan
Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup
Persetuiuan Teknis;

kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, yang terdiri atas:

1
1.

2.

w

memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen
RKL-RPL;

mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis
pasca veritikasi pemenuhan baku mutu
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3,
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai
rincian pengeiolaan vang termuat dalam
dokumen RKL-RPL;

menyampaikan laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali;

mengajukan permohonan perubahan
Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan
untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan;

melakukan audit lingkungan pada tahapan
pasca operasi untuk memastikan kewajiban
telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran
kewajiban  pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

kewajiban lain vang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya  berdasarkan  kepentingan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

hal-hal lain, vang meliputi:

1. ketentuan . . .
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I. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha
dar/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi
Administratif apatila ditemukan pelanggaran
administratif;

o

ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses
kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
untuk melakukan pengawasan sesuai dengan
kewenangan;

3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup, yang
menjelaskan bahwa keputusan kelayakan
Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha
dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak
ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan
dimaksud; dan

4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelavakan
Lingkungan Hidup.
Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b, paling
sedikit memuat:

a. ingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan
Hidup;

c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan

d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan
Lingkungan Hidup.

Pasal 50

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang
telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannva
diumumkan kepacia masyarakat melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) terdiri atas:

a. media massa: dan/atau

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiaran.

(3) Pengumuman . . .
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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 51

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pemeriksaan
Formulir UKL-UPL

Pasal 52

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha
dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikani dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat
diperiksa dan dikenibalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 53 . ..
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Pasal 33

Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan

penyediaan data dan informasi berupa:

a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan/atau

b. Persetujuan Teknis.

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang

perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta

berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem,

dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.

Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1
(satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-
UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1
(satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54

Aparatur sipil negara yang Tbekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat dacrah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusun UKL-UPL.

Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat daerah vang
membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota
bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi penvusun UKL-UPL bagi
instansinya masing-masing.

Pasal 55

Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL menyusun Formulir UKL-UPL standar
spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Kementenan . .
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Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL
standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkoordinasi dengan Menteri.

Mentert memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistern informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 56

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi dokumen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum
tersedia dalam sistern informasi dokumen Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayati (1), pengisian
Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format Formulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (5).

Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dJalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohionan pemeriksaan Formulir UKIL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telab diisi
kepada:

a.

Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetuiuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;

2. Dberlokasi di lintas provinei; dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas;

gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan vang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
provinsi;

2. berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota vang
berada dalam 1 (satu) provinsi: dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 idua
belas) mil dar1 garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;

bupati/wali kota, untuk Usaha danjatau Kegiatan
yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang
telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melaiui:

a.

sistern  Perizinan Berusaha terintegrasi secara
eiektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau

sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam
hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
merupakan Instans: Pemerintah.

Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengar. Persetujuan Teknis.

(4) Persetujuan . . .
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Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

a. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah;

b. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi;

c. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah.

Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Pasal 58

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi
melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar untuk: :

a. usaha dengan tingkat risikc menengah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
a;

b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
b;

c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c¢; atau

d. kegiatan . . .
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d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
d.

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dany/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis; dan

kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisian.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar:

a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan
substansi; atau

b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar.

Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur
atau bupati/wali kota.

Pasal 60 . ..
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Pasal 60

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Berdssarkan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:

a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau

b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Pasal 61

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan
untuk:

a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf b;

b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf d.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh:

a. Menteri dengan menugaskan pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; atau

b. gubernur . . .
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b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan
kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan
dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan
Hidup yang terjadi.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan
melibatkan:

a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan;

b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi
pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan/atau

c. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara
dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62

Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir
UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) tidak terdapat perbaikarn, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai’ dengan kewenangannya
menyampatkan arahan perbaikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan
kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan
perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar.

Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan persetuyjuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir
UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Dalam hal:

a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,

permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan
ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan oleh:

a. pejabat . . .



SK No 084561 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60 -

o

pejabat vang mermbidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL yang ditugaskan oleh Menter1, untuk U<aha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan Menteri;

b. kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau
Kegiatun  wajib  UKL-UPL yang merupakan
kewenangan gubernur; ataa

c. kepaia perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 63

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit inemuat:

a.

dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa
rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL -UPL standar:

identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
meliputi:

1. naina Usaha dan/atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Uszaha
dan/atau Kegiatan;

4. alamart kantor; dan
5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
vang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun
kegiatan pendukung sesvar dengan Persetujuan Teknis
yang diterbitkan oleh instansi vang berwenang
menerbitkan Persctujuan Teknis;

d. Persetujuan . . .
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Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:

1.

3.

standar teknis pemenunan baku muatu Lingkungan
Hidup, Pengelclaan Limbah B3, dan/atai analisis
meigenai dampak lalu lintas;

standar kompeten:si sumber daya manusia tcrkait
baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah
B3, dan analisis mengenai dampak laiu lintas; dan

sistem manajemen lingkungan;

persyararan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatar untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan
Teknis sebelum heroperasinya instalasi dan/atau fasilitas
yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
antara lain:

1.

memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan dalam matrik UKL-UPL;

memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO
diterbitkan;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan
kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian
pengelolaan dan pemaritauan lingkungan dalam
matrik UKL-UPL;

mengajukan permohonant perubahan Persetujuan
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
perubahan Usaha dan/atau Kegiatannva; dan
kewajiban lain yang Jitetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupaii/wali kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan kepentingan
Perlindungen dau Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 64 . ..
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Pasal 64

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha artau
Persetujuan Pemerintah.

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengisian SPPL

Pasal 65

SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagi
kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar
penerbitan Persetujuan Pemerintah.

Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian fidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66
Pengintegrasian SPPL ke dalamn nomor induk berusahsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan
melalui sistem Periziniwn Berusaba terintegrasi secara
elektronik.

(2) Pengisian . . .
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Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi
oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Penyusun Amdal

Pasal 67

Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun
Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan.

Tim penyusun Amdal sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) dapat berasal dari:

a. perorangan; atau
b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Tim penyusun Amdal sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) terdiri atas: 5

a. ketua; dan

b. anggota.

(4) Ketua . . .
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Ketua sebagaimana dimalksud pada ayat (3) huruf a waiib
memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar
kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
paliig sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib memiliki
sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penyusur. Amdal dan/atau kuaiifikasi ketua
tim penyusun Amdal.

Dalam melakukan penyusunan Amdal. tim penyusun
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melipatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikesi di
bidangnya masing-masing sesuvai dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang
diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk
melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayzi (3)
sampai dengan ayat (6).

Pasal 68

Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dan ayat {5) diperoleh
melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
Sistem  sertifikasi  kompetcnsi penyusun  Anidat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakarn oleh
suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan
kempetensi Amdal dan lembaga sertifikasi kompetensi
Amdal.

Sistem  sertifikast kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:

a. pelatihan penyusunan Amdal;
bh. 1i kompetensi; dan
c. penerpitan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pencrbiinn  sertifikat  korupetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas.

a. kualifikasi . . .
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kualifikasi ketua tim penyusun Amdal; dan

?)

b. kuaiifikasi anggoeta tim penyusun Amdal.

Pasal 69

Pelatihan penyusunan ‘Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh
lembaga pelatihan kompetensi Amdal.

Lembaga pelatihan kompetensi Amdal sebagaunana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan
akreditasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan
meliputi:

a. 1dentitas lembaga pelatihan kompetensi Amdali;

b. penanggung jawab pelatihan kompetensi penyasun
Amdal,;

daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki
pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima)
tahun;

O

d. menggunakan bahan ajar (kurikulum) Amdal
berdasarkan standar kompetensi;

e. menyvediakan informasi publik mengcnai
pelaksanaan pelatihan kompetensi penyusun
Amdal; dan

f. sislem manajemen mutu.

Menteri memberikan akreditasi kepada lembaga
pelatihan kompetensi Amdal yang telah memenuhi
ketentuan dalam jangka wakrtu paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterima persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan lengkap dan benar.

Lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang telah
terakreditasi sebagaimana dimnaksud pada ayat (3)
melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurut ¢ sampair dengan huruf f
kepada Menteri setisp 1 (sati) tahun sekali.

Pasal 70 . ..
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Pasal 70

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (3) huruf b dan penerbitan sertifikat kompetensi
sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) hurut ¢
dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi Aindai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 avat (2).

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permchonan
penetapan  kepada  Menteri  dengan  dilengkapi
nersyaratan melipiati:

a. identiias lenibaga sertifikasi kompetens: Amdal;

b. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;

c. sistem uji kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

d. penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 1C
(sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal,;

e. sistem informasi publik yang terkait dengan
pelaksanaan uji kompetensi;

f. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna
jasa dan publik; dan

g. sistem manajemern mutud.

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal yang teiah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaporkan  pemenuhan  ketentuan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf g

kepada Menteri setiap | (satu) tahun sekali.

Pasal 71

Lembaga sertifikasi konipetensi Amdal menerbitkan
sertifikat kompetensi untuk peserta yang dinyatakan
lulus uji kompetensi sehagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1).

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melakukan
evaluasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi paling
sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilak sanakan terhadap mutu Amdal yang disusun.

Kriteria evaluasi rautu Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapikan wleh Menteri.

Pasal 72 . ..
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Pasal 72

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71, lembaga sertifikasi kompetensi Amdal
melakukan:

a. keberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi
penyusun Amdal; atau

b. pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan jika penyusiun Amdal:

a. menyalahgunakan sertifikat kompetensi;

b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Amdal;
dan/atau

c. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam
penyusunan Amdal. ’

Penyusun Amdal yang sertifikat kompetensinya telah
dicabut, dilarang melakukan penyusunan Amdal.

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melaporkan
pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Pasal 73

Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b mengajukan
permohonan registrasi kepada Menteri dengan dilengkapi
persyaratan:

a. identitas pemohon:

b. akte pendirian badan hukum;

c. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;
d

memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
ketua tim penyusun Amdal;

e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penyusun Amdal,

f. memiliki . . .
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f.  memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal yang memenubhi
standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;

g. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuai
dengan dampak potensial yang diakibatkan oleh
rencana Usaha dan/atau Kegiatan,;

h. memiliki sistem manajemen rutu; dan

i. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap
pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga
prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari
konflik kepentingan.

Menteri memberikan tanda registrasi kepada lembaga
penyedia jasa penyusunan Amdal dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja setelah permohonan registrasi diterima
dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal yang telah
teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan  pemenuhan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i
kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 74

Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan yang
disampaikan oleh:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
b. iembaga sertifikasi kompetensi Amdal; dan
c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui inspeksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 75 . ..
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Pasal 75
Dalam hal hasil evaluasi Menteri menunjukkan:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal tidak
memenuhi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (4);

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal tidak
memenuhi penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (3); atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal tidak
memenuhi registrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (3),

Menteri memberikan peringatan tertulis.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
melaksanakan ketentuan mengenai peringatan tertulis
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
peringatan  tertulis diterima, Menteri melakukan
pembekuan akreditasi, penetapan, atau registrasi
lembaga.

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan pelatihan kompetensi penyusunan
Amdal;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan sertifikasi kompetensi penyusunan
Amdal; atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dilarang
melaksanakan penyusunan Amdal.

Dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri mencabut pembekuan.

Dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, Menteri
mencabut akreditasi, penetapan, atau registrasi lembaga.

(7) Menteri . . .
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(7} Menteri menyampaikan kepada publik  mengenai
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (€) melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Keenain

Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 76

(I) Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayskan Lingkungan
Hidup.

(2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidiip bertugas
membantu Menteri dalam:

a.

b
C.
d

membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
melakukan sertifikasi ahli;
menyusun daftar kumpular: ahli bersertifikat,

menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang
merupakan bagian dari sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup;

melakukan perabinaan kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup; dan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji
kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 77

(i) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyusun
Tim Uji Keiayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
usulan aari:

a.

SK No 084571 A

pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat;

gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati. ..
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c. bupati/wali kota wuntuk Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup berdasarkan hasil telaahan dari Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup atas usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL,
gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal
yang harus dilakukan uji kelayakan sangat tinggi.

Persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:

a.
b.

(1)

di pusat;
di provinsi; atau
di kabupaten/kota.

Pasal 79

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a
bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;

b. berlokasi di:
1. lintas negara;

2. lintas provinsi; dan/atau

3. wilayah . ..
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3. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

c. yang Persetuyjuan Pemerintah diterbitkan oleh
gubernur dan organisasi perangkat daerah yang
membidangi Lingkungan Hidup provinsi bertindak
sebagai penanggung jawab kegiatan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf
b bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur;

b. Dberlokasi di:

1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam 1
(satu) provinsi; dan/atau

2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan = oleh
bupati/wali kota dan organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup
kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung
jawab kegiatan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 huruf c bertugas rnelakukan uji kelayakan Amdal
untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Menteri dapat menugaskan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Gubernur . . .
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Gubernur atau bupati/wali kota dapat meminta bantuan
Tim Uii Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat uantuk melakukan uji kelayakan Lingkungan
Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dan
ayat (3).

Pasal 80

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah berada di:

a. pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. pusat dan provinsi; atau
c. pusat dan kabupaten/kota,

uji  kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang
penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 {satu)
Perizinan BRecrusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetuyjuan Pemerintah berada di provinsi dan
kabupaten/kota, uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
provinsi.

Pasal 81

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:

a. ketusm;
b.  kepala sekretariat; dan

C. anggota.

{
A

N

) Ketua . .
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Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang
menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu di
instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat
daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang memiliki
pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua)
tahun.

Anggota yang berkedudukan di pusat terdiri atas:

a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan
latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Anggota yang berkedudukan di provinsi atau

kabupaten/kota terdiri atas:

a. paling sedikit 5 {lima) orang ahli bersertifikat dengan
latar belakang keilmuan yang beragam terkait
dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. 1 (satu) orang dari unsur Kkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan

c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah
yang membidangi Perlindungan dan Pengeloiaan
Lingkungan Hidup.

Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. ahli mutu udara;

ahli mutu air;

ahli mutu tanah;

ahli keanekaragaman hayati;

ahli kehutanan;

ahli sosial;

ahli kesehatan masyarakat;

@™o o0 o

ahli transportasi;

i.ahli...
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i.  ahli geologi;

J-  ahli hidrogeologi;
k. ahli hidrologi,

1. ahli kelautan; atau

m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Pasal 82

(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
hasil telaahan dapat memberikan saran kepada Menteri
untuk menambah atau mengganti anggota Tim' Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berasal dari tenaga
ahli bersertifikat yang diusulkan oleh pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, gubernur atau
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1).

(2) Tambahan atau penggantian ahli bersertifikat diperoleh
dari daftar kumpulan ahli bersertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c.

Pasal 83

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pembinaan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat
memenuhi  persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh

Ahl Bersertifikat Tim Uji Keiayakan Lingkungan Hidup

Pasal 84
(I) Menteri menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan mekanisme penilaian calon ahli
bersertifikat.

Pasal 85 . ..
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Pasai 85

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2) dilakukan terhadap:

a. latar belakang pendidikan minimal sarjana;

b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3
(tiga) tahun;

c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian
Dampak Lingkungan;

d. rekam jejak penilaian Amdal yang telah dilakukan
oleh ahli tersebut;

e. tulisan ilmiah dari ahli tersebut yang telah
diterbitkan di jurnal nasional atau internasional;
dan/atau

f. rekomendasi dari asosiasi keahlian.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menerbitkan tanda ahli
bersertifikat.

(3) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menandatangani pakta integritas.

Bagian Kedelapan

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan

SK No 097423 A

Lingkungan Hidup

Pasal 86

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah
melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi Kriteria:

a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen
Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana
tata ruang,

wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 87 . ..
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Pasal 87

Penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan
DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sjstem
informas:1 dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat
melalui:

a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya; dan

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat informasi:

a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak
Lingkungannya; dan

b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup.

Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran,
pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 88

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian DELH atau
pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan
DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi DELH
atau DPLH; atau

b. gubernur atau bupati/wali kota menugaskan kepala
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan
Hidup.

(3) Hasil . . .
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Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita
acara yang memuat informasi:

a. DELH atau DPLH diterima; atau
b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan
DELH atau DPLH.

Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan
Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan melakukan perbaikan.

Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan
DPLH tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kesembilan
Perubahan Persetujuan Lingkungan
Pasal 89

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila
Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
persetujuan  Penyataan  Kesanggupan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan
perubahan.

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan
baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha
dan/atau Kegiatan yarng berpengaruh terhadap
Lingkungan Hidup;

b. penambahan kapasitas produksi;

c. perluasan . . .
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f)

perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;

d. pszrabahan waktu atau durasi operasi Usaha
dan/atau Kegiatan,;

e. terjadinya perubahan kebijakan penierintah yang
ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f.  terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat
mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat
lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

g. tdak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiaten dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan,;

1. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;

j.  perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup;

k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari
Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;

l.  penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/atau

m. terdapat perubahan dampak dan/atau risike
Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis
risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan
Hidup vang diwajibkan.

Perubahan  Persetujuan Lingkungan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya

s y ’ 3 mny
perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pasal 90 . ..
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Pasal 90

Perubahan:  Persetujuan Lingkungan sebagairana
dimaXksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakukan melalui:

a. perubahan  Persetujuan  Lingkungan  dengan
kewajiban meryusun dokumen Lingkungan Hidup
baru; atau

b. pcrubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
baru.

Perubahan Persetuiuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun dokumern Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf g.

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h sampai dengan
huruf m.

Pasal 91

Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun  dokumen  Lingkungan Hidup  baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 avat {1) huruf a
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan kcwajiban melakukan penyusunan
dan i kelayakan Amdal baru;

b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengclolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban
melakuxan penyusunan dan pemeriksaan Formulir
UKIL-UPL standar spesifikx atau Formulir UKL-UPL
standar; atau

c. perubahan surat Keputusan Keiayakan Lingkungan
Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan
dar. peniiajian addendum Andal dan RKL-RPL.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang
dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib
memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan
dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal
baru.

Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. tipe A;
b. tipe B; dan
c. tipe C.

Pasal 92

Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dan Pasal 39 berlaku secara rmutatis
mutandis untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana
dimaksud dalan: Pasal 91 ayat (1) huruf a.

Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku secara
mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b.

Pasal 93

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (I} nhuruf b
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)
huruf h dan huruf i; atau

b. perubahan . .
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b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan
berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 94

Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung  jawab Usaha  dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan kepada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup, atau
organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang
membidangi  Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya disertai dengan penyajian informasi
lingkungan.

Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melaiui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup.

(2) Terhadap . . .
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Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan:

a. uji kelayakan Amdal baru;

b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar; atau

c. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.

Pasal 96

Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49
berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan
Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(2) huruf a.

Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62
berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-
UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(2) huruf b.

Pasal 97

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian addendum Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 95 ayat (2)
huruf ¢, dengan tahapan:

a. penerimaan permohonan penilaian addendum Andal
dan RKL-RPL, dan perubahaan Persetujuan

Lingkungan,;

b. pemeriksaan administrasi addendum Andal dan
RKL-RPL;

c. penilaian substansi addendum Andal dan RKL-RPL;
dan

d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau

ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(2) Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan administrasi addendum Andal dan RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;

Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan
Persetujuan Teknis;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal
dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa
penyusunan Amdal; dan/atau

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
penyusunan Amdal.

Dalam melakukan penilaian substansi addendum Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, untuk addendum Andal dan RKL-RPL:

a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3);

b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan:

1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan
Teknis; dan

2. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan instansi teknis yang menerbitkan
Persetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
serta terdapat perubahan Persetujuan Teknis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian
substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi
hasil yji kelayakan.

(5) Jangka . .
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Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL
sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji
kelayakan dilakukan paling lama:

a. 50 (ima puluh) har kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2j;

b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2); dan

c. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 98

Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 97 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
terhadap perubahan rencana Uszha dan/atau
Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau

b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

Janglza waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan paling laina 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak rekomendasi ha<il uji kelayakan diterima.

Surat  Kepuwsar: Kelayvakan  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat
penerbitan dan termuat dalam perubahan Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Pasal 99 . . .
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Pasal 99

Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf
b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang
meliputi:

a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal
terjadi perubahan Persetujuan Teknis.

Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:

a. lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan:

1. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
atau

2. persetujuar. Penyataan Kesanggupan
Pengelolaan lLingkungan Hidup,

terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya mengembalikan permohonan untuk
diperbaiki.

Jangka waktu penerbitan perubahan  Persetujuan
Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling lama 10 (sepuluh) har1 kerja terhitung sejak hasil
pemeriksaan administrasi diterima.

Perubahan  Persetujuan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

Pasal 100 ..
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Pasal 100

Pengelola Kawasan yang telah memiliki Persetujuan
Lingkungan, melakukan penggabungan dan penyesuaian
Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan
Lingkungan Kawasan.

Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan

Lingkunganr jika terdapat:

a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar
Persetujuan Lingkungan kawasan;

b. penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan
Lingkungan kawasan;

c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan
dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau

d. perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a

dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud dalam 90 ayat (1) huruf a.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 101

Tata cara:

a.

b.

penyusunan adderidum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
aimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98; dan
pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewgjiban menyusun dokumen Lingkungan
Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V vang merupakan
bagian tidak terpisankan dari Peraturan Pemerinitah ini.

Bagian . ..
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Bagian Kesepuiuh

Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 102

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil vang
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau
penyusunan Amdal.

Penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil!
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau
perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan.

Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau
pengawasan lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah,
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang
direncanakan, dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang
membidangi usaha yang dominan.

Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pendanaan Persetujuan Lingkungan

Pasal 103

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung
jawab atas pendanasn penyusunan Amdal atau Formulir
UKL-UPL standar spesitik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 104 ...



SK No 097430 A

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

@ﬁm?ﬁ%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-89 -

Pasal 104

Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dibebankan pada bagian anggaran
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat
dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah
provinsi.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota berasal dari anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 105

Bantuari penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 yang kewenangan penileuannya berada
di Pemerintah, pendanaannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belarja negara.

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 yang kewenangan penilaiannya berada
di Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, pendanaannya pbersumber  dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapzatan dan belanja daerah.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut micngenai:

a.

daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-
UPL, dan SPPI;

b. tata . ..
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b. tata cara sistem sertifikasi kompetensi Amdal,
pelatihan kompetensi Amdal, dan lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal;

c. pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

d. tata cara penilaian calon ahli bersertifikat,

diatur dengan Peraturan Mernteri.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 107

{1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap air
yang berada di dalam Badan Air.

(2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Badan Air permukaan meliputi:

1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
2. danau dan sejenisnya;
3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau

b. akuifer.

{3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan,
b. pemanfaatan;
c. pengerndalian; dan

pemeliharasn.

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 108

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan
ekosistemnya.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. inventarisasi Badan Air;
b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;

c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar
air; dan

d. pcnyusunan dan penetapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air.

Paragraf 1

Inventarisasi Badan Air

Pasal 109

Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

Inveniarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:

a. mengiderntifikasi Badan Air; dan

b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal 110

Identiftkasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan
informasi mengenai Badan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (2).

2j Identifikasi . . .



